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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengelolaan anggaran pemerintah
daerah Kota Semarang yang terdiri atas 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan dimana
terdapat 4 urusan wajib dan 1 urusan pilihan yang tidak sesuai dengan yang
direncanakan. Hal ini menyebabkan adanya SILPA selama tahun 2011-2015 dan
mempengaruhi pemberian opini WDP dari BPK. Tujuan penelitian ini untuk
mengevaluasi  pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang dengan
membandingkan antara anggaran dan realisasi serta mencari faktor penyebabnya.
Penelitian ini menggunakan teori dari Lester dan Steward bahwa salah satu tugas dari
evaluasi yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan
standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah mixed method yakni menggabungkan antara kualitatif dan
kuantitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling. Informan yang terpilih terdiri dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) dan bagian Otonomi Daerah Kota Semarang. Hasil dari
penelitian menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan ada
beberapa urusan wajib yang persentase realisasi anggarannya dibawah rata-rata yaitu
urusan pendidikan; pekerjaan umum; penataan ruang; otonomi daerah pemerintahan
umum administrasi  keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian; urusan pilihan ESDM. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan ada
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidaksesuaian antara anggaran
dan realisasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan yaitu kebijakan publik, tanggap
darurat, peraturan daerah dan kepentingan politik.

Kata kunci : Kebijakan Publik, Tanggap Darurat, Peraturan Daerah, Kepentingan
Politik
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah daerah
(LKPD) Kota Semarang disusun
sebagai salah satu wujud dari
akuntabilitas pemerintah Kota
Semarang.  Berdasarkan  laporan
keuangan pemerintah daerah (LKPD)
Kota Semarang tahun 2011-2015,
pemerintah Kota Semarang
mengalami surplus tiap tahunnya yang
mengakibatkan  timbulnya SiLPA.
Timbulnya SiLPA ini menunjukkan
bahwa ada kegiatan yang belum
terealisasi di tahun anggaran yang
bersangkutan. Hal ini membawa
dampak bahwa kinerja pemerintah
Kota Semarang berdasarkan LKPD
Kota Semarang mendapatkan opini
WDP dari BPK RI Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Semarang
pada tahun 2011 mendapatkan opini
WDP dari BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah. Pada tahun 2012 dan
2013 Pemerintah Kota Semarang
dapat memperbaiki predikat dengan
mendapatkan opini WTP dari BPK

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Namun, hal itu tidak dapat
dipertahankan oleh Pemerintah Kota
Semarang pasalnya pada tahun 2014
dan 2015 Pemerintah Kota Semarang
mengalami penurunan dengan
mendapatkan predikat opini WDP dari

BPK  Perwakilan Provinsi Jawa

Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran tentang
mekanisme pengelolaan keuangan
pemerintah daerah Kota Semarang?

2. Apakah pengelolaan keuangan di
pemerintah daerah Kota Semarang
sudah  sesuai dengan  yang
direncanakan?

3. Faktor-faktor apa yang
menyebabkan adanya
ketidaksesuaian pengelolaan

keuangan pemerintah daerah Kota

Semarang sesuai dengan yang

direncanakan?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menggambarkan tentang
mekanisme pengelolaan keuangan

pemerintah daerah Kota Semarang.



2. Untuk menggambarkan kesesuaian

pengelolaan keuangan pada
pemerintah daerah Kota Semarang
dengan yang direncanakan.

. Untuk menganalisis faktor-faktor
apa yang menyebabkan adanya
ketidaksesuaian pengelolaan

pemerintah daerah Kota Semarang

sesuai dengan yang direncanakan.

D. KAJIAN TEORI

1.Administrasi Publik dan

Reformasi Birokrasi

Administrasi  publik  menurut
Chandler dan Plano  dalam
Yeremias (2008:3) adalah
pengorganisasian dari para personel
publik dan sumber daya lainnya
untuk melaksanakan dan mengelola
kebijakan publik.

Nicholas Henry  memberi
batasan bahwa administrasi publik
adalah suatu kombinasi yang
kompleks antara teori dan praktek
dengan tujuan mempromosi

pemahaman tentang peran

Pemerintah dalam hubungannya
dengan masyarakat yang
diperintah, dan juga mendorong
kebijakan  publik agar lebih
responsif terhadap kebutuhan sosial
(Yeremias, 2008: 5-6).
Administrasi publik
menunjukkan peran Pemerintah
sebagai agen tunggal yang
memiliki kekuasaan dan

kewenangan yang secara aktif

mengatur atau mengambil
keputusan untuk kebaikan
masyarakat itu sendiri.

Administrasi publik erat kaitannya
dengan apa yang dilakukan oleh
Pemerintah.

Sedarmayanti (2010 : 67)
menyatakan ~ bahwa  reformasi
merupakan proses upaya sistematis,
terpadu, konferensif, ditujukan
untuk merealisasikan tata
pemerintahan yang baik (Good
Governance).

Di era globalisasi ini
masyarakat menuntut  birokrasi
yang memiliki tanggung jawab
dalam  rangka memenuhi

kebutuhan dan kepentingan publik.



Untuk itu dalam setiap pelaksanaan
tugas pemerintahan dan
publik

harus transparan dan akuntabel

pembangunan  birokrasi
dalam pelaksanaan fungsi
manajemen pemerintahan seperti
pengelolaan kebijakan publik dan

pelayanan publik.

2.Kebijakan Publik

3.

Thomas R. Dye dalam Suwitri
(2011 : 9
kebijakan publik sebagai: "apapun

mendefinisikan
pilihan pemerintah untuk
melakukan atau tidak melakukan
sesuatu”. Laswell dan Kaplan juga
publik

sebagai a projected program of

mengartikan  kebijakan
goal, value, and practice atau
sesuatu program pencapaian tujuan,
nilai-nilai dalam praktek-praktek
yang terarah. Tahap-tahap dalam
proses
menurut William Dunn (2003 : 24):

Penyusunan Agenda

pembuatan  kebijakan

Formulasi Kebijakan
Adopsi Kebijakan
Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

m o &> w v e

valuasi Kebijakan

Menurut Lester dan Steward dalam
(Winarno, 2014 :
kebijakan dapat dibedakan kedalam

229) evaluasi

dua tugas yang berbeda. Tugas
pertama adalah untuk menentukan
konsekuensi-konsekuensi apa yang
ditimbulkan oleh suatu kebijakan
dengan cara  menggambarkan
dampaknya.  Sedangkan  tugas
kedua adalah untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan dari
suatu kebijakan berdasarkan
standart atau kriteria yang telah
ditetapkan  sebelumnya.  Tugas
pertama merujuk pada usaha untuk
melihat apakah program kebijakan
publik mencapai tujuan atau
dampak yang diinginkan ataukah
tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa
yang menjadi penyebabnya.

Tugas kedua dalam evaluasi
kebijakan pada dasarnya berkaitan
erat dengan tugas yang pertama.
Setelah kita mengetahui
konsekuensi-konsekuensi kebijakan
melalui  penggambaran  dampak
kebijakan publik, maka kita dapat
mengetahui

apakah program

kebijakan yang dijalankan sesuai



atau tidak dengan dampak yang
diinginkan. Dengan kata lain, tugas
kedua dalam evaluasi kebijakan
adalah  menilai apakah suatu
kebijakan berhasil atau tidak dalam
meraih dampak yang diinginkan.
Penelitian ini menggunakan
teori yang dikemukakan oleh
Lester dan Steward salah satu tugas
dari evaluasi kebijakan adalah
menilai keberhasilan atau
kegagalan dari suatu kebijakan
berdasarkan standart atau kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Penulis akan mengulas bagaimana
tugas  evaluasi dalam hal
akuntabilitas yang diwujudkan
pemerintah Kota Semarang melalui
realisasi dan anggaran pengelolaan
keuangan pemerintah Kota

Semarang.

4. Akuntabilitas

Tjokroamidjojo dalam Rakhmat
(2013 : 6) menjelaskan bahwa
akuntabilitas adalah kewajiban dari
individu atau pejabat pemerintah
yang dipercaya untuk mengelola
sumber-sumber daya publik yang

bersangkutan dengannya untuk

dapat menjawab berbagai hal yang
menyangkut pertanggung-
jawabannya. Akuntabilitas publik
dalam pengertian yang luas
melibatkan lembaga-lembaga
publik ~ dan  birokrat  untuk
mengendalikan bermacam-macam
harapan yang berasal dari dalam
dan luar organisasinya. Dengan
demikian prinsip akuntabilitas akan
timbul secara efektif dalam
lingkungan birokrasi yang
mengutamakan komitmen sebagai
dasar pertanggungjawaban.

Setiap anggaran publik yang
digunakan oleh pemerintah harus
dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan lembaga legislatif.
Anggaran dapat dikatakan sebagai
alat pengawas bagi masyarakat
terhadap kemampuan pemerintah
dalam melaksanakan kebijakan
yang telah dipilihnya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian
paduan kuantitatif dan kualitatif
(mixed method) dengan data utama
kualitatif deskriptif dan didukung oleh

data kuantitatif statistik komparatif



yang diperolen secara bersamaan.
Dalam  penelitian  ini  penulis
menggunakan teknik pengumpulan
data dengan wawancara, observasi dan
dokumentasi. Lokasi yang diambil
adalah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD) dan
bagian Otonomi  Daerah  Kota
Semarang. Informan penelitian ini
adalah pihak dari BPKAD dan bagian
Otda Kota Semarang.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Pengelolaan Keuangan
a. Aktor
1)Seluruh SKPD Kota
Semarang
2)Bappeda Kota Semarang
3)Sekretariat Daerah  Kota
Semarang
4)TAPD
5)BPKAD
6) DPRD Kota Semarang
7) Inspektorat Kota Semarang
8)BPK RI Perwakilan Jawa
Tengah
9) Walikota Semarang
b. Materi/Jenis
- Laporan Realisasi Anggaran

- Neraca

- Laporan Arus Kas

- Catatan atas laporan
keuangan (CALK)

- Surat  pertanggungjawaban
(SPJ)

c. Waktu

Lakip adalah 3 bulan setelah

tahun anggaran berakhir. LKPJ

disusun selama 6 bulan setelah

tahun anggaran berakhir.

2. Pengelolaan keuangan pemerintah
Kota Semarang dari 26 urusan
wajib dan 7 urusan pilihan ada
beberapa urusan wajib yang
persentase realisasi anggarannya
dibawah rata-rata yaitu urusan
pendidikan; pekerjaan umum;
penataan ruang; otonomi daerah
pemerintahan umum administrasi
keuangan  daerah,  perangkat

daerah, kepegawaian dan

persandian; urusan pilihan energi
dan sumber daya mineral realisasi
anggarannya dibawah rata-rata.
Urusan wajib pendidikan
dengan rata-rata realisasi tahun

2011-2015 hanya 60,07 %

dikarenakan menghadapi masalah

yaitu Bankeu Bidang Pendidikan



yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah pada 2
(dua) tahun terakhir tidak dapat
dilaksanakan tepat waktu serta
perubahan kebijakan dan regulasi,
khususnya terkait dengan Buku
dan Kurikulum 2013.

Urusan pekerjaan umum
dengan rata-rata realisasi tahun
2011-2015 64,81% menghadapi
masalah  yakni Penanganan
Infratsruktur Ke PU-an yang
dalam  skala  besar  belum
sepenuhnya  terintegrasi  dan
berkelanjutan ~ karena  sistem
anggaran tahun tunggal.
Perencanaan  kegiatan  secara
makro belum sepenuhnya
dilaksanakan secara konsisten dan
masih tergantung pada anggaran
yang tersedia pada tahun yang
bersangkutan.

Urusan wajib penataan
ruang dengan rata-rata realisasi
tahun 2011-2015 77,34%
menghadapi masalah dalam hal
pengelolaan reklame mengalami
penurunan realisasi  kontribusi

reklame dalam perolehan PAD.

Urusan otonomi daerah
pemerintahan umum administrasi
keuangan  daerah,  perangkat
daerah, kepegawaian dan
persandian  dengan  rata-rata
realisasi tahun 2011-2015 70,21%
dikarenakan menghadapi masalah
sering  terjadinya  perubahan
perundang-undangan pusat yang
menjadi  acuan  penyusunan
produk hukum daerah, dan
adanya tumpang tindih/tidak
konsisten antara  peraturan
perundang-undangan pusat yang
satu dengan yang lain.

Urusan energi dan sumber
daya mineral dengan rata-rata
realisasi tahun 2011-2015 33,77%
menghadapi  masalah  konsep
pengelolaan urusan energi sumber
daya mineral belum dapat
diintegrasikan ~ dengan  pola
administrasi kewilayahan, adanya
wacana/sosialisasi ~ pengelolaan
energi sumber daya mineral akan
dikelola oleh Pemerintah

Provinsi.

3. Faktor yang mempengaruhi adanya

ketidaksesuaian antara anggaran



dan realisasi dalam urusan wajib
dan urusan pilihan

a. Peraturan/Kebijakan

Kebijakan merupakan arah /
tindakan yang diambil oleh
pemerintah  untuk  mencapai
tujuan. Ditinjau dari sudut
hubungan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
dapat dilihat dari adanya
hubungan dalam penyelenggara-
an pemerintahan, kebijakan
pemerintah pusat akan
mempengaruhi  kebijakan di
daerah. Hal yang pada waktu
yang lalu diperbolehkan, suatu
saat dapat dilarang. Kebijakan
ini berpengaruh pada anggaran
keuangan yang semula sudah
ditetapkan/dianggarkan tidak
sesuai dengan kebutuhan atau
tidak bisa diterapkan maupun
dicairkan.

b. Keadaan Darurat

Dasar pengeluaran anggaran
belanja tidak terduga yang
dianggarkan  dalam  APBD
untuk mendanai tanggap

darurat, penanggulangan

bencana alam dan/atau
bencana  sosial berdasarkan
kebutuhan  dengan  kriteria
tertentu.  Pemerintah  daerah
dalam keadaan darurat dapat
melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya,
namun selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubahan
APBD, dan/atau disampaikan
dalam laporan realisasi

anggaran.

c. Kebijakan Kepala Daerah

Kepala daerah dalam
melaksanakan tugas, wewenang,
kewajiban dan  tanggung-
jawabnya serta atas kuasa
peraturan perundang-undangan
yang lebih  tinggi  dapat
menetapkan kebijakan untuk
daerahnya yang dirumuskan
dalam Peraturan Daerah.
Kebijakan daerah yang dibuat
tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi dan
kepentingan umum serta
peraturan daerah lainnya.

Seluruh  program,  kegiatan,



tindakan, perbuatan, sampai
dengan keputusan yang diambil
kepala daerah sudah dibatasi
dengan  peraturan/perundang-
undangan.
d. Politik

Dalam membuat sebuah
kebijakan tak lepas dari proses-
proses  politik.  Terlibatnya
beragam aktor dalam proses
penganggaran di daerah, mulai
dari perencanaan dan
penyusunan  di  lingkungan
birokrasi, sampai pengesahaanya
di DPRD, menjadikan anggaran
sebagai arena politik yang
penting. Efektivitas pembahasan
anggaran baik APBD, APBD
Perubahan, LKPJ beserta
perhitungan anggaran, yang saat
ini merupakan otoritas DPRD.
Jika pengajuan dan pembahasan
anggaran deadlock dari limit
waktu yang ditentukan, maka
pengesahan dapat menggunakan
pagu dana sebelumnya sesuai
regulasi saat ini, atau

pengesahannya dapat diambil

alih oleh pemerintah pusat tanpa
mengabaikan mandat DPRD.
PENUTUP

A. Simpulan
1. Aktor-aktor yang terlibat dalam

pengelolaan keuangan Pemerintah
Kota Semarang adalah semua
SKPD Kota Semarang, Bappeda
Kota Semarang, Sekretariat Daerah
Kota Semarang, TAPD, BPKAD,
DPRD Kota Semarang, Inspektorat
Kota  Semarang, BPK  RI
Perwakilan Jawa Tengah, Walikota
Semarang. Materi/jenis yang harus
disampaikan oleh masing-masing
instansi meliputi laporan realisasi
anggaran (LRA), neraca, laporan
arus kas, catatan atas laporan
keuangan (CaLK), surat
pertanggungjawaban (SPJ). Dalam
urusan waktu pembuatan laporan
pertanggungjawaban keuangan
Pemerintah Kota Semarang sudah

melaksanakannya sesuai peraturan.

. Pengelolaan keuangan pemerintah

Kota Semarang dari 26 urusan
wajib dan 7 urusan pilihan ada

beberapa urusan wajib yang



persentase realisasi anggarannya
dibawah rata-rata yaitu urusan
pendidikan;  pekerjaan  umum;
penataan ruang; otonomi daerah
pemerintahan umum administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian;
urusan pilihan energi dan sumber
daya mineral realisasi anggarannya
dibawah rata-rata.

. Ada beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi adanya
ketidaksesuaian antara anggaran
dan realisasi dalam urusan wajib
dan urusan pilihan yaitu
keselarasan  peraturan/kebijakan,
keadaan tanggap darurat,
sinkronisasi  kebijakan  kepala
daerah, kepentingan politik.

. SARAN

. Peraturan/kebijakan yang dibuat
harus berorientasi untuk
kepentingan umum dan berjalannya
proses pemerintahan berdasarkan
skala prioritas.

. Penanganan/pemenuhan kebutuhan
kondisi darurat harus dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku dan

pertanggungjawabannya harus

diungkapkan secara adil dalam
LKPD maupun LKPJ.

3. Harus ada sinkronisasi dalam hal
visi, misi, program dan kegiatan
saat pergantian kepala daerah.

4. Anggaran yang ditetapkan harus
sesuai dengan prioritas kebutuhan
dengan berpedoman pada peraturan
yang  berlaku  bukan  untuk
kepentingan politik.

5. Diharapkan untuk peneliti
selanjutnya diadakan penelitian
lebih lanjut dan mendalam tentang
pengelolaan keuangan pemerintah
daerah.
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